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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan suatu kegiatan yang 

wajib dilaksanakan oleh sebuah Perseroan seperti yang telah dijelaskan dalam 

UUPT. Direksi merupakan Organ Perseroan yang memiliki tugas serta tanggung 

jawab dalam melaksanakan RUPS dengan dibantu oleh Dewan Komisaris. Jika 

Direksi dan Dewan Komisaris tidak melaksanakan RUPS dalam jangka waktu yang 

telah ditetapkan, maka Laporan tahunan PT, Penggunaan Kekayaan PT, dan 

kegiatan lainnya yang dilakukan oleh Organ-Organ PT tidak dapat disahkan. Selain 

itu juga, Direksi serta Dewan Komisaris tidak dapat diberikan acquit de charge 

(pembebasan tanggungjawab), sehingga kedua Organ tersebut masih harus 

bertanggungjawab atas seluruh laporan Perseroan yang belum disahkan 

dikarenakan tidak adanya RUPS. 

2. Pemegang Saham memiliki kedudukan yang sangat penting di dalam sebuah 

Perseroan karena Pemegang Saham merupakan seseorang ataupun badan hukum 

yang secara sah memiliki satu atau lebih saham pada sebuah perseroan. Pemegang 

Saham berhak mendapatkan keterangan yang berkaitan dengan Perseroan selama 

hal tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan. Jika RUPS tidak 

dilaksanakan oleh sebuah Perseroan, maka hal tersebut dapat merugikan para 

Pemegang Saham karena para pemegang saham tidak dapat memperoleh kebenaran 

materiil mengenai seluruh aktivitas tahunan Perseroan. Para Pemegang Saham 
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seharusnya mendapatkan transparansi mengenai seluruh Laporan kegiatan tahunan 

Perseroan melalui RUPS tersebut. 

B. Saran 

 Banyak Perseroan yang mengabaikan RUPS dikarenakan tidak adanya 

aturan mengenai sanksi dalam UUPT jika sebuah Perseroan tidak melaksanakan 

RUPS. Padahal dalam UUPT, RUPS merupakan sesuatu hal yang wajib 

dilaksanakan oleh setiap Perseroan. Oleh sebab itu, perlu dilakukannya revisi 

terhadap UUPT mengenai peraturan khusus yang mengatur tentang sanksi apabila 

sebuah Perseroan tidak melaksanakan RUPS. Jika sudah adanya aturan mengenai 

sanksi bagi yang tidak melaksanakan RUPS, maka RUPS menjadi sebuah hal yang 

mutlak dan tidak dapat diabaikan lagi oleh sebuah Perseroan. 
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